
Permohonan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah
No. SK : 168 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan

2. Proposal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan

2. Mencatat dalam aplikasi surat masuk

3. Verifikasi berkas

4. Monitoring/cek lokasi

5. Membuat hasil monitoring

6. Menerbitkan SK Penerima Bantuan

7. Proses Pencairan Bantuan

8. Bantuan diterima

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan pemerintah

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Jl. Krakatau No.7, Tanjungsari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161 

385420 

pekalongan.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Pekalongan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 03:23. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://pekalongan.kemenag.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8268529/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/permohonan-dan-penyaluran-bantuan-pemerintah


Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

1. Petugas : PTSP Kemenag Kab. Pekalongan 

2. Telp : (0285) 385420 

3. WA : 0896-7333-4773 

4. Email : kabpekalongan@kemenag.go.id
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